BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi sant ini telah menciptakan arus lalulinas tmnpa batas baik it
darl segi pertukaran  barang, josa, teknologi  informasi  sehingga
memudahkan individu untuk berkemby t. Berkembangnya teknologi

kemiskinan, wabah penyakit, musibah bencana alam, dan pelanggaran hak asasi
manusia (Barry Buzan, 1991).

Setelah perang duma [ tahun 1943 berakhir, dunia membeniuk organisasi
internasional sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dunia yaitn Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Hadimya PBB sebagar organisssi  yang  menjags
perdamadan & dunia numpaknya masih kurang efeknif bagi keamanan Asia
Tenggara, melihat banyaknya konflik yvang terjadi diseluruh dunia membuat Asia



Tengeara membentuk organisasi regional yvang dikhususken untok menjaga
keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan meresmikan
organisasi Adssociarfon of Southeast Asion Nution (ASEAN) tahun 1967,
Dibenuknya ASEAN di Kowasan Asin Tenggora diharapkon dapat melakukan
inmecsksi Kerjscuns vegions] yang Beik ssbagai-upaya unik mescegih seriadioys
konflik vang memicu peraig antar negara di kawasan,

Lebih lanjul, isu yang b

ientine, 2007). Pendagangan manusia
cjuhatun lintas batas yung memiliki

 manusia {modern slavery)
yang mann hal tersebut melangear hak asasi kemonusisan. Biasanya, knsus
perdagangan manusia ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurung baik di
negarn asal yang kemudian membuat masyarakal dinegara tersebut melakukan
migrasi ke negarn-nepnrn dengan ckonomi vang cukup bagus unfuk mendapat
peluang kerja yang bagus. Akan tetapi. terdapat oktor yang memanfaatkan
moment tersebut untuk mencari keuntungan lebih (Cipto, B. 2010).



Dari date yvang dilansir melalui U8 Depariment of Stare, Trafficking in
Persony 2005 Repord, Vietham merupakan negara  dengan  jumloh  Kosus
perdagangan orang tertinggi oi Asia Tenggara. Poada tahun 2015, Vietnam
memiliki 650 kasus dimana korban didominasi olel kelompok perempusn dan
anak-onak.  Vielnam  menjadi negara  penyetok  orang-orang  vang  akan
diperdagangkan secara paksa baik itu didalam negeri maupun i luar negerd,
Biaasanya, korban bcnmbmm ke luar nﬂgui secara mandiri dan juga ada yang
melali perasahann alag agens: pﬂﬁmm tenaga kerjo. Omang-orang yang
bermigrasi tanpa berads dibawah sgensi paling remtan  menjadi korban
pe:ﬂngnqm ominusig karens tdak memiliki pemm?gnn yamgderjamin. Akan
Iqﬂ&, ada juga bebmpu pm:hh.uun atau agensi sakal ;wzg sengaja menjual
korban luki-lai untuk dipekerjakan secarn paksa i sektor konstruksi, perikunan,
pertanian, dan lain-lain. Sedangkan perempuan dmwm sebagad
pekerja seks dimana korban ditipu akan mendapat peluang Kerja yang bagus akan
maﬁ;j@n‘jﬂjuﬂ ke mumah bordil di perbamsan Tiongkok, M-I-mus,
Thailand, dan Malaysia.
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Gambar 1.1 Jumlah Kasus Human Traflicking di Vietnam By Year
Sumber ¢ US Department of State, Trafficking in Persony Repors



Tabel diatas menunjukkan penurunan jumlah kasus fweman trafficking
vang diselidiki di Vietnam vang tercatat oleh US Deparmment of State Reports,
Jumlah kasus tendentifikesi di Vietnam tahun 2019-2022 jauh lebib sedikit jika
dibandingkan dengan jumlah kosus teridenfikisasi pada mhun 2015, Hal tersebut
menunjukkan bahwa Vietnam berhasil mengurangi kasus human trafficking di
negaranya, Akan tetapi, pada faktanya jumlah tersebul merupakan kasus yang
berhasil dibawa ke pust.gun Vlr_l‘.ﬂ.ﬂﬂ, thglak kasus perdagangan manusia di
Wietnam yang tidak dl iﬂe-sug;ﬂ mmﬂﬁgm Hal i dibuktikan
dari laporan NGO (Now-Geverpment Organiziion) Vietaum, yaity MOLISA (The
Ministry g"hﬁuur.,mm MI’ Affairy) yang mengungkapkan bahwa
mereka mendapat peningkatan jumiah laporan melalul hotline panggilan dari
3808 korban (Trofficking in Persons Repom, 2022) bﬂumn tersebut
mmt turunnya efektivitas kebijokan Vietnam mmHumu g
pejabat tetkail teatang urgensi perdugangan manusia. Pemerintah Vietnam
Rﬂfw memeriksa ribuan tempo yvang poling berisiko tﬂimﬁp‘m
manusis tanpa mengidentifikasi korban meskipun prevalensioya tersebar luas di
ﬂinput-‘ﬁlw_ fersebul. Pemerintah tdak meminta puﬂunbg'lmmnmﬂn,. pidang

m_,ndmﬂmnhf terhadap tersangka yang diduga ﬁm “dalam Mrlﬂdlli.ﬂ.ﬂ
wiirga negar Vietnam korban perdugangan orang di lusr negen selama periode
PEII_]III![:. Seluin ite, pemenntah juga tidak :mm#w\ﬁ memadai
uniuk  melindungi  pars  korban * dalam kum_"_-_ usis ferscbut  Sebaliknya,
pﬂmm-mwm dilaporkan melecehkan dan menckan
pard penyintas ﬁnkelum‘gnmereh dalam quﬂgkmn mereka uniuk
menyuarakan kasus yang tegjadi (U.S Depaniment of State, 2017).

Pemerintah Viemam telah berupaya untuk mengatasi permaisalahan futan
rafficking di Vietnam, akan tetapi pemerintah Viemnam sendiri betum membuat
kebijokan yang optimal karens hanya menghukum pelaku perdagangan manusia
tanpa melakukan penuntutan pidans terhodap pelaku perdagangan tenaga kerja
ying mengeksploitasi korban baik ity di Vietnam maupun di luar negeri. Vietnam
telah  membuat Undang-Undang  Anti-Trafficking  pada  whun 2002 untuk



menghukum pelaku perdagangan manusia. Selain ity juga Vietnam telah
meningkatkan pelatihan kepada pejabat pemerintah terkait UU Anti-Trafficking
dengan lebih berfokus untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi kasus kerja
paksa dan perdagangan internal, Akan tetapi, usaha tersebut belum efektif karena
jumlah kssus perdegangan manusia di Vietnam masih terus meningkat. Lebih
lanjut, Vietnam melakukan kerusama regional dengan negara-negam ASEAN
dimana kemudian ASEAN menetaphan 4 wntion Against Trafficking in

Women und Ghll ada tahun 2015, ACTIP-
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pen ki

L. Untuk  mengetahui pmyebth tingginya kmu Human I’rqai‘eﬂng di
Vietnam tahun 2019-2022,

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukon oleh pemerintah Vietnam
dalam menangani kasus human trafficking di Vietnam,

3. Untuk mengetahui kebijakun ASEAN dolam menangani kosus human
trafficking di Vietnam periode tzhun 2019-2022.



4. Untuk melihat efektivitas ACTIP-WC dalam kosus fueman prafficking di
Vietnam periode tahun 2019-2022,

1.1 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritls

Bab ini berisi latar belakang masalah penclitin terkait
judulpenelitian ini yaitu “Efektivites Peran ASEAN melalui
ACTIP-WC dalum Kasus Heeman Trafficking di Vietnam (2019-
2022). Dalam latar belakang ini dijelaskan terkait Vietnam yang
menjadi negarn dengan  jumlah  kasus perdagangan  manusio
tertinggi di Asia Tenggara padahal telah banyak upaya yang
dilakukan pemeriniah Vietnam uniuk mengatasi permasalahan
tersebut.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tenfang penelition  terdshulu vang penulis
membuat penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan
tuknhtmﬁnngpmﬁhmkmdnhmpencﬁﬁuinidimm
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